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ABSTRAK 
Latar Belakang: Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tata kelola lingkungan perkotaan dan 
permukiman, terutama bagi masyarakat yang tinggai di sekitar atau bantaran sungai dan danau. Tata kelola ini 
diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan nomor 11 sekaligus mencegah dampak negatif 
dan risiko yang kemungkinan timbul. Metode: Selain didukung dengan kepustakaan yang memadai, penelitian 
ini secara metodologis juga dikerjakan dengan wawancara mendalam dengan para ahli lingkungan. Dalam upaya 
memberikan solusi alternatif atas tawaran tersebut, penelitian ini merumuskan keputusan yang diolah dengan 
metode analytical hierarchy process dengan mempertimbangkan hasil diskusi bersama para ahli lingkungan dan 
tata kelola perkotaan melalui focus group discussion. Temuan: Penelitian ini mendapati bahwa mencapai tujuan 
pembangunan berkelanjutan tentang kota dan permukiman adalah tanggung jawab yang harus dilakukan 
dengan tetap memperhatikan sisi kemanusiaan dan keseimbangan lingkungan. Oleh karenanya, dibutuhkan 
rumusan kebijakan publik yang mendasarkan desain sistem perkotaan dan permukiman yang kuat, aman, 
bersih, layak huni, dan tangguh. Kesimpulan: Penelitian ini berkesimpulan bahwa penataan lingkungan tempat 
tinggal harus didasarkan pertimbangan keamanan nasional karena lingkungan juga terkait dengan keamanan 
nasional. Kebaruan/Orisinalitas artikel ini: Penelitian ini mengintegrasikan tata kelola lingkungan dengan 
persoalan ketahanan negara sebagai dua hal yang tidak terpisahkan.  
 

KATA KUNCI: lingkungan berkelanjutan; pertahanan negara; tata kelola. 
 
ABSTRACT 
Background: This study aims to explain the governance of urban environments and settlements, especially for 
communities living around or along rivers and lakes. This governance is necessary to achieve sustainable 
development goal (SDG) number 11, while also preventing potential negative impacts and risks. Methods: In 
addition to being supported by adequate literature, this study is also methodologically conducted through in-depth 
interviews with environmental experts. To provide alternative solutions to these issues, the study formulates 
decisions processed using the analytical hierarchy process (AHP) method, taking into account discussions with 
environmental experts and urban governance practitioners through focus group discussions (FGD). Finding: The 
study finds that achieving sustainable development goals related to cities and settlements is a responsibility that 
must be carried out while maintaining human dignity and environmental balance. Therefore, public policy 
formulations are needed to base urban and settlement system designs on principles that are strong, safe, clean, 
livable, and resilient. Conclusion: The study concludes that environmental planning for residential areas must be 
based on national security considerations, as the environment is also closely linked to national security. 
Novelty/Originality of the article: This research integrates environmental governance with national resilience 
issues as two inseparable aspects. 
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1. Pendahuluan  
 

Salah satu tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) yang ditetapkan pada tahun 
2015 di Paris adalah mewujudkan kota dan permukiman yang berkelanjutan (sustainable 
cities and communities) (Visvizi & del Hoyo, 2021). Tujuan nomor 11 dalam SDGs ini adalah 
menciptakan perkotaan dan permukiman yang kuat, aman, bersih, layak huni, dan tangguh 
bagi penduduknya. Tugas dari pemerintah dan pemangku kepentingan terkait dalam 
mewujudkan tujuan SDGs adalah merencanakan secara matang tata kelola lingkungan kota 
dan permukiman warga yang bersifat jangka panjang. Para pemangku kepentingan harus 
dapat merancang kebijakan model smart city yang menjadi lingkungan layak huni 
berkelanjutan, terutama di area perairan darat seperti pinggiran sungai dan danau (Bell & 
Mallinson, 2021). 

Dalam Paris Agreement tidak dibatasi bagaimana suatu negara menentukan langkah 
dalam mencapai SDGs. Setiap negara diberi keleluasaan untuk menentukan model kebijakan 
tata kelola terkait smart city dan lingkungannya masing-masing tergantung situasi dan 
ketersediaan anggaran yang dimiliki (Sanphillippo, 2022).  Menurut Buku Putih Pertahanan 
Negara Republik Indonesia, kebijakan pertahanan negara diimplementasikan melalui 
berbagai upaya dalam pengelolaan sumber daya dan sarana prasarana nasional guna 
mengatasi berbagai bentuk ancaman. Setiap warga negara adalah komponen cadangan 
pertahanan negara yang wajib mendukung arah kebijakan pertahanan negara yang sudah 
ditentukan oleh instansi negara yang bertanggung jawab. Salah satu kewajiban komponen 
cadangan adalah mematuhi pembinaan bela negara yang salah satunya mengenai 
lingkungan permukiman. Dalam hal ini warga negara dituntut turut serta mendukung 
kebijakan pemerintah dalam mewujudkan kondisi permukiman perkotaan yang layak, 
sehat, dan aman (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2015).  

Tata kelola lingkungan berkelanjutan pada perairan darat di wilayah sekitar pinggiran 
sungai dan danau memerlukan perencanaan dan arah kebijakan yang matang agar dapat 
mendukung penciptaan smart city yang tangguh (Clement dkk., 2023). Menurut para expert 
lingkungan dan tata kelola perkotaan, perlu penanganan lebih lanjut yang serius terkait 
penduduk di bantaran sungai dan danau untuk mengurangi ancaman dan risiko terjadinya 
hal-hal yang tidak diinginkan yang akan menimpa penduduk. Hal ini karena faktor ancaman 
dan risiko yang tinggi bagi penduduk sekitar perairan dan daratan tersebut. Selain itu 
kondisi sosial dan ekonomi masyarakat bantaran sungai dan danau perlu diperhatikan 
sebagai warga negara yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Dalam melaksanakan 
kebijakan dan pengaturan kota dan permukiman, Indonesia memerlukan bantuan dan 
kerjasama badan-badan internasional untuk memudahkan pelaksanaan kebijakan ini 
(Babuna dkk., 2023). Selain itu, integrasi teknologi informasi dalam mewujudkan smart city 
juga diperlukan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan 
pemeliharaan (Mortati dkk., 2022). 

Berdasarkan diskusi dan wawancara mendalam dengan para ahli lingkungan, 
bangunan tempat tinggal penduduk sekitar sungai dan danau sudah tidak layak dan 
membahayakan. Oleh karena itu, diperlukan alternatif bijak yang dapat diambil pemerintah 
dalam menangani kasus-kasus seperti ini. Alternatif yang ditawarkan adalah relokasi, 
konstruksi, atau pariwisata. Pengambilan keputusan dalam mengambil pilihan terbaik dari 
alternatif ini akan diolah menggunakan metode analytical hierarchy process (AHP) dengan 
mempertimbangkan hasil diskusi bersama para ahli lingkungan dan tata kelola perkotaan 
melalui focus group discussion (FGD) (Saaty, 1987). 
 
2. Hasil dan Pembahasan  
 
2.1 Mencapai sustainable development goals (SDGs) sebelum 2030 
 

Pencapaian pertumbuhan ekonomi pada abad 21 sering kali membuat negara-negara 
berkembang mengabaikan kelestarian lingkungan, serta keamanan, dan risiko yang dialami 
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penduduknya. Kemiskinan, kelaparan, penyakit dan kematian, cuaca dan iklim yang tidak 
menentu adalah permasalahan sosial, ekonomi, dan lingkungan sebagai akibat buruk 
perbuatan manusia yang berlebihan. Menangani hal ini, diperlukan sinergi seluruh 
pemangku kebijakan agar tertangani dengan cepat, efektif dan efisien yang menjadi target 
SDGs dan haus dicapai sebelum tahun 2030 (Lanshina dkk., 2019). Pada tahun 2015, para 
pemimpin dunia berkumpul mengadakan konferensi internasional dan merumuskan 17 
tujuan pembangunan berkelanjutan sebagai kelanjutan dari millenium development goals 
(MDGs). Pencapaian kualitas pembangunan dari berbagai sektor yang dirumuskan dalam 
SDGs menjadi barometer kekuatan pertahanan negara dari sisi nonmiliter (Duggan & 
Kochen, 2016). 

Menjawab tantangan global yang tertuang dalam tujuan nomor 11 SDGs, yaitu 
menciptakan perkotaan dan permukiman yang kuat dan tangguh dalam jangka panjang dan 
berkelanjutan bagi penduduknya, adalah tanggung jawab bersama semua pihak (Greenland 
dkk., 2023). Mewujudkan kota sebagai tempat bermukim dan beraktivitas sehari-hari yang 
aman dan berkelanjutan dengan menciptakan lebih banyak ruang hijau bagi publik, menata 
kembali wilayah kumuh dan tidak tertata rapi yang lebih manusiawi, serta mengatur tata 
kelola lingkungan yang terencana dengan baik. Para pemangku kepentingan harus dapat 
merancang kebijakan baik skala mikro maupun makro dalam dimensi kelembagaan serta 
dapat mencontoh sistem pembelajaran politik dan kebijakan dari negara-negara lain (Bell 
& Mallinson, 2021). 

Baik negara-negara maju ataupun negara-negara berkembang anggota PBB bersepakat 
dan menerima deklarasi politik dalam SDGs dengan mempertimbangkan masalah ekologi    
dan ekonomi sebagai masalah yang paling kritis terkait dengan kontaminasi lingkungan dan 
keberlanjutan ekologi (Jahanger dkk., 2023). Agenda 2030 dalam tujuan SDGs hanya 
merumuskan target yang harus dicapai sebelum tahun 2030, tetapi langkah dan kebijakan 
yang diambil setiap negara tidak ditentukan secara jelas. Setiap negara merumuskan sendiri 
kebijakan dan tata kelola yang sesuai dengan karakteristik wilayah dan warga negaranya. 
Setiap negara menentukan langkah kebijakan strategis masing-masing yang sesuai dengan 
tipikal warga negara dan kondisi ekstrem yang terjadi di negara mereka sesuai dengan 
target SDGs. Indonesia adalah negara dengan ribuan pulau yang tidak dapat dikelola secara 
terpusat. Pemerintah pusat hanya bertindak memonitor dan melakukan evaluasi jalannya 
kebijakan publik yang dilaksanakan masing-masing daerah. Pemerintah daerah dan 
pemangku kepentingan terkait tidak dapat bekerja tanpa bantuan dan koordinasi 
pemerintah pusat (Aslan dkk., 2011). 

Kolaborasi semua pihak dalam merumuskan kebijakan pertahanan negara sebagai 
kebijakan publik dalam rangka implementasi pencapaian SDGs mutlak diperlukan agar 
percepatan pencapaian SDGs dapat terlaksana sesuai agenda. Diperlukan kolaborasi 
antarlembaga dan institusi pemerintah, baik secara vertikal, horizontal, maupun integrasi 
antara pemerintah daerah dan pemangku kepentingan kemasyarakatan dan swasta agar 
capaian membawa manfaat bagi negara dan penduduk. Tanpa kolaborasi yang kuat, 
pencapaian tujuan SDGs berjalan lambat dan tidak terstruktur. Perlu sinergi kuat antar 
lembaga agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan yang hanya akan menghambat 
percepatan pencapaian tujuan SDGs (de Jong dkk., 2023).  

Permasalahan rumit yang harus segera diambil kebijakan di wilayah perkotaan adalah 
terkait penanganan wilayah kumuh dan kurang tertata di sekitar wilayah perairan darat, 
seperti sungai dan danau. Perlu upaya serius mulai dari perencanaan, pelaksanaan, 
monitoring dan evaluasi di sektor sosial, ekonomi dan lingkungan. Penanganan ini harus 
dilakukan secara holistik, baik terhadap penduduk yang tinggal di wilayah-wilayah tersebut 
maupun kondisi ekologisnya. Sering kali kondisi lingkungan bagi warga yang bermukim di 
pinggiran sungai atau danau mengalami bencana yang tidak terduga seperti banjir, tanah 
longsor, hidup berdekatan dengan tumpukan sampah yang dibuang dan mengalir ke sungai 
atau danau (Mohammadi, 2023). Kondisi sosial yang dirasakan masyarakat tersebut adalah 
adanya ancaman penyakit, pendidikan seadanya, anak-anak kurang berkembang secara 
optimal, dan putaran kehidupan yang kurang memadai. Secara ekonomi penduduk tersebut 
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berada dalam lingkaran kemiskinan, daya beli rendah, dan mayoritas sebagai pekerja 
informal dengan upah dibawah standar (Khan dkk., 2015).  

Diskusi mendalam dilakukan bersama para ahli di bidang lingkungan, tata kelola 
perkotaan, ahli ekonomi serta ahli penanganan kemiskinan dari berbagai lembaga seperti 
Kementerian Sosial, Kementerian PUPR, Dinas Tata Ruang dan Tata Kota, akademisi, dan 
militer. Berdasarkan hasil expert judgement dirumuskan beberapa kriteria dan subkriteria 
sebagai bahan pertimbangan dalam mencapai tujuan membentuk tata kelola lingkungan 
berkelanjutan sebagai implementasi kebijakan pertahanan negara. Selain itu, ditentukan 
beberapa alternatif pilihan terbaik sebagai jalan keluar dari permasalahan yang ada. 
Alternatif tersebut adalah (1) melakukan relokasi penduduk yang bertempat tinggal di 
pinggiran sungai dan danau ke tempat permukiman yang lebih layak dan manusiawi 
(Jamero dkk., 2019), (2) membangun konstruksi pelindung seperti dam atau tembok tahan 
banjir atau tsunami (Roldán-Valcarce dkk., 2023) dan (3) membuat sungai dan danau serta 
wilayah sekitarnya sebagai arena wisata seperti di negara maju (Karouzakis & Tzioumis, 
2021). 
 
2.2 Kebijakan pertahanan negara sebagai kebijakan publik sesuai Buku Putih Pertahanan 
Negara Republik Indonesia 
 

Kebijakan pertahanan negara yang tertuang dalam Buku Putih Pertahanan Negara 
tahun 2015 menyebutkan bahwa ancaman dalam pertahanan negara dapat berupa 
ancaman militer, ancaman nirmiliter, dan ancaman hibrida. Setiap warga negara sebagai 
salah satu komponen pertahanan negara harus mendukung dan melaksanakan arah 
kebijakan pertahanan negara. Salah satu kebijakan pertahanan negara nirmiliter adalah 
pembinaan bela negara kepada rakyat sipil. Kesadaran bela negara diwujudkan dalam 
lingkungan pendidikan, lingkungan permukiman, dan lingkungan kerja. Pada lingkungan 
permukiman dituntut integrasi antarmasyarakat, adanya solidaritas sosial, dan kondisi 
permukiman yang kondusif. Kebijakan pertahanan negara diimplementasikan melalui 
berbagai upaya dalam pengelolaan sumber daya dan sarana prasarana nasional guna 
mengatasi berbagai bentuk ancaman (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2015). 

Buku Putih Pertahanan Negara dengan jelas menyebutkan ancaman keamanan 
nasional nirmiliter terkait dengan keamanan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Menurut 
para ahli keamanan global, ancaman terbesar yang menjadi prioritas untuk segera ditangani 
adalah ancaman ekonomi dan lingkungan. Karena kedua ancaman ini akan memengaruhi 
kondisi keamanan pada sektor lainnya (Baldwin dkk., 2023), aturan dan ketentuan 
kebijakan nirmiliter sudah jelas diatur dalam Buku Putih Pertahanan Negara. Semua unsur 
pemerintah harus bersinergi dalam mencapai tujuan tata kelola lingkungan berkelanjutan 
yang adaptif. Setiap lembaga negara dan institusi pemerintah harus berkontribusi dalam 
mendukung upaya implementasi kebijakan pertahanan negara. Aktor utama pelaksana 
kebijakan ini adalah pemerintah daerah yang dianggap paling mengetahui kondisi dan 
karakteristik warganya. Pemerintah pusat sebagai pembina penyelenggaraan kenegaraan 
melakukan tugasnya dalam memonitor, memberi saran, dan mendukung keputusan yang 
diambil oleh pemerintah lokal (Sánchez-Rivero dkk., 2023). 
 
2.3 Tata kelola lingkungan berkelanjutan 
 

Kondisi lingkungan di perkotaan makin meresahkan, membahayakan, dan mengancam 
jiwa warga negara. Tindakan tidak bertanggung jawab akibat perbuatan manusia 
mengakibatkan kondisi lingkungan yang makin rumit untuk ditangani. Perlu upaya tegas 
dan jelas dari pemangku kebijakan untuk menentukan langkah pasti guna penanganan 
masalah ekologi (Nuralina dkk., 2023). Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Badan 
Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), setiap tahun warga yang bermukim di 
pinggiran sungai di perkotaan beberapa kali mengalami banjir dan longsor akibat kekuatan 
tanah sekitar sungai dan danau yang mengalami erosi (Farrukh dkk., 2022). Kerugian secara 
fisik tidak terelakkan. Kerusakan properti menjadi hal biasa akibat bencana yang terjadi. 
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Selain itu, korban jiwa juga sering kali tidak dapat dihindarkan akibat lambatnya bantuan 
datang. Sementara itu, kerugian secara psikis adalah perasaan yang selalu was-was dan 
tidak tenang karena bencana ini bisa datang secara tiba-tiba tanpa peringatan dini.  

Pemerintah berupaya keras untuk mencari jalan keluar permasalahan ini. Namun, 
pemerintah mengalami hambatan yang tidak sedikit. Arus urbanisasi yang sulit ditekan, 
alasan penduduk yang tidak memiliki tempat tinggal lain, merasa terpaksa tinggal di 
perkotaan karena kampung halaman sudah tidak dapat menyediakan lapangan pekerjaan 
yang diinginkan, hukum yang lemah, regulasi yang tidak jelas menjadi seribu alasan 
penduduk pedesaan berbondong-bondong pindah ke kota. Akibatnya, perkotaan makin 
padat, pengangguran makin tinggi, kemiskinan makin bertambah, wilayah kumuh makin 
melebar, dan permasalahan keamanan nasional makin terancam (Mohammed & Baiee, 
2020). 

Pembatasan arus urbanisasi, regulasi yang jelas terkait lingkungan permukiman, 
penyediaan lapangan pekerjaan layak di perdesaan perlu diatur dalam ketentuan yang jelas. 
Hal ini penting agar setiap warga negara merasa aman dan nyaman di wilayah manapun, 
tidak mengejar lapangan pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik di perkotaan. 
Pemerintah daerah bertanggung jawab pada sendi kehidupan warga dan wilayah masing-
masing. Hal ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk meningkatkan taraf 
hidup rakyatnya. Pemerintah juga harus menyediakan lapangan pekerjaan dan mengatur 
tata kelola lingkungan berkelanjutan di semua lini (Jati, 2023).  
 
2.4 Penggunaan metode analytical hierarchy process (AHP)  
 

Dalam proses analisis data dan pengambilan keputusan terkait tata kelola lingkungan 
berkelanjutan sebagai implementasi kebijakan pertahanan negara, artikel ini 
memanfaatkan metode pengolahan data analytical hierarchy process (AHP). Pendapat ahli 
seperti Kurttila dkk. (2000) menjadi alasan yang kuat dalam penerapan metode ini. Dengan 
metode AHP, diidentifikasi alternatif mana yang terbaik dan diperoleh rekomendasi 
kebijakan berdasarkan kriteria dan subkriteria yang ditentukan oleh peneliti (Kurttila dkk., 
2000). Metode pengambilan keputusan ini menjadi dasar rekomendasi peneliti untuk 
memberikan masukan dan saran kepada pemerintah dan pemangku kebijakan yang 
berwenang. Kriteria dan subkriteria yang diajukan dalam penelitian ini berdasarkan 
kesepakatan para ahli adalah sebagai berikut. 

Pertama, ancaman dan risiko yang akan terjadi dan sudah banyak terjadi pada 
masyarakat dalam beberapa tahun terakhir ini (Schroeder, 2023). Subkriteria yang dipilih 
adalah (a) terjadinya banjir, baik banjir karena curah hujan tinggi maupun banjir kiriman 
yang sering dialami di beberapa wilayah, (b) longsor akibat struktur tanah sekitar sungai 
atau danau rentan akan terjadinya longsor dan (c) penyebaran penyakit akibat kondisi 
lingkungan yang kurang bersih. Kedua, kondisi sosial yang terjadi pada masyarakat 
bantaran sungai dan danau identik dengan subkriteria (a) kemiskinan yang sulit 
dientaskan, (b) wilayah kumuh yang erat dengan sampah dan bau tidak sedap serta (c) 
perlu dukungan dan keterlibatan masyarakat dalam penanganan tata kelola lingkungan 
yang lebih baik (Greenland dkk., 2023). 

Ketiga, situasi ekonomi negara diprediksi akan mengalami (a) penambahan alokasi 
anggaran memerlukan dana yang cukup besar dalam pelaksanaan kebijakan tata kelola 
lingkungan berkelanjutan; (b) pemerintah tidak dapat bekerja sendirian dan lembaga 
negara perlu melakukan sinergi dengan pihak swasta melalui corporate social responsibility 
(CSR) sebagai bentuk kepedulian perusahaan pada program kebijakan pemerintah pada 
warga sipil (Keränen dkk., 2023); (c) kebijakan publik yang dirumuskan oleh pemerintah 
pasti akan berimbas pada kemampuan daya beli masyarakat, baik ke arah yang lebih baik 
maupun mengalami penurunan akibat implementasi kebijakan pertahanan negara, tetapi 
demikian pemerintah akan mencari jalan keluar terbaik demi warga negaranya (Zeng dkk., 
2023). Keempat, sebagai negara anggota PBB, dalam setiap implementasi suatu kebijakan 
publik, negara tidak dapat memberlakukan kebijakan tanpa bantuan dan kerjasama negara 
lain atau badan dunia. Beberapa badan strategis dunia banyak memberikan kontribusi 
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dalam mewujudkan tata kelola lingkungan yang berkelanjutan, seperti (a) United Nations 
Development Program (UNDP) yang berkaitan erat dengan program pembangunan; UNDP 
perlu melakukan pendampingan terutama dalam proses psikologis pembangunan manusia 
(UNDP, 2017); (b) Food and Agriculture Organization (FAO) diperlukan sebagai penasihat 
dalam masalah pangan agar tetap terjaga stabilitas ketahanan pangan (Casadei & Albert, 
2016); dan (c) United Nations Children’s Fund (UNICEF) diperlukan dalam penanganan 
masalah anak-anak dan remaja yang bermukim di sekitar bantaran sungai dan danau. 

Kelima adalah integrasi teknologi informasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa di era 
revolusi industri 4.0 ini manusia tidak dapat terlepas dari penggunaan teknologi modern. 
Dalam penanganan kebijakan keamanan nasional terkait tata kelola lingkungan 
berkelanjutan memerlukan integrasi teknologi informasi. Subkriteria yang dapat menjadi 
pertimbangan dalam integrasi teknologi adalah (a) memberikan peningkatan keterampilan 
digital bagi penduduk sekitar bantaran sungai dan danau agar memiliki cukup keahlian 
dalam membantu pemerintah terkait penanganan populasi sekitar bantaran sungai dan 
danau; (b) membuat model  tematik geospasial wilayah permukiman sekitar sungai dan 
danau dengan radius tertentu untuk melakukan monitoring perkembangan kondisi 
penduduk dan karakteristik ekologinya; (c) merancang teknologi pertanian di atas dan di 
sekitar wilayah perairan darat, terutama tanaman pangan yang dapat menyokong 
kehidupan penduduk di wilayah tersebut untuk mengurangi ketergantungan pasokan 
makanan dari luar wilayah. Dengan pertimbangan dari seluruh kriteria dan subkriteria ini, 
diusulkan beberapa alternatif yang kemungkinan dapat dilaksanakan oleh pemerintah dan 
lembaga negara lain. Berdasarkan expert judgement, alternatif-alternatif tersebut adalah 
sebagai berikut.  

Pertama, melakukan relokasi atau memindahkan penduduk yang bertempat tinggal di 
pinggiran sungai dan danau ke tempat permukiman yang lebih layak dan manusiawi, baik 
di provinsi yang sama dengan permukiman lama maupun migrasi ke provinsi lain. 
Pemerintah bertanggung jawab menyediakan tempat tinggal yang aman baik secara sosial, 
ekonomi, maupun lingkungan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat. Hal ini 
bertujuan tetap menjaga keamanan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan dan 
taraf hidup masyarakat terutama yang berada dalam kondisi kemiskinan (Liu dkk., 2023). 
Kedua, membangun konstruksi pelindung seperti dam dan tembok tahan banjir atau 
tsunami seperti rencana pembangunan giant sea wall di wilayah laut Jawa (Strating & 
Wallis, 2022). Alternatif lain adalah jika pemerintah kesulitan dalam melakukan relokasi 
penduduk ke tempat aman karena keterbatasan wilayah baru atau anggaran tidak 
mencukupi. Pemerintah harus memikirkan cara melindungi warga masyarakat dari 
ancaman dan risiko yang biasa terjadi di wilayah perairan darat, seperti sungai dan danau. 
Untuk melindungi warga dari banjir longsor yang sering terjadi di sekitar sungai dan danau, 
pemerintah harus mulai membangun dam atau tembok pelindung dengan ketinggian aman, 
dan bahan yang dapat menahan banjir dan longsor. Proyek pembangunan dilakukan secara 
bertahap dimulai dari wilayah yang paling sering mengalami banjir dengan dampak 
terparah seperti sungai Ciliwung di Jakarta (Gao dkk., 2023). 

Ketiga adalah membuat sungai dan danau serta wilayah sekitarnya sebagai arena 
wisata seperti di negara maju (Tian dkk., 2023). Negara negara maju di benua Eropa 
memanfaatkan sungai dan danau sebagai sarana pariwisata di tengah perkotaan. Selain 
menjaga keseimbangan lingkungan, sarana pariwisata dapat meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi dan mendongkrak produk domestik bruto (PDB) pada sektor hiburan dan 
pariwisata. Arena wisata juga sekaligus menambah penghasilan penduduk dan secara tidak 
langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, tiga tertangani 
sekaligus, yaitu dari sektor sosial dapat meningkatkan kesehatan karena lingkungan lebih 
bersih dan tertata rapi; sektor ekonomi dapat mengurangi kemiskinan karena penduduk 
sekitar terlibat sebagai pelaku pariwisata; dalam sektor lingkungan, wilayah yang tadinya 
kumuh dan kurang teratur menjadi indah, aman, dan terbebas dari bencana yang tidak 
terduga  

Berikut adalah langkah-langkah pengambilan keputusan sesuai teori dari penemu 
metode AHP, yaitu L. Saaty pada 1987. Pertama ialah menentukan struktur hierarki. Level 
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1 adalah menentukan tujuan; level 2 diisi kriteria; level 3 adalah jabaran masing-masing 
kriteria menjadi sub kriteria; dan level 4 menetapkan alternatif. Kedua ialah membuat 
matriks perbandingan berpasangan (pairwise comparison matrix) untuk menentukan nilai 
skala perbandingan antar elemen. Ketiga ialah menghitung normalisasi matematis matrik 
perbandingan berpasangan. Keempat ialah konsistensi rasio (CR) dengan aturan jika nilai 
CR di bawah 10 persen atau 0,1, maka penelitian dapat dilanjutkan. Namun, jika nilai CR di 
atas 0,1, maka harus dilakukan diskusi lebih lanjut dengan para ahli agar hasil konsensus 
yang diperoleh tidak bias dan tetap konsisten. Kelima adalah menentukan bobot kriteria. 
Bobot terbesar pada level alternatif akan menjadi alternatif terbaik yang dipilih dalam 
pengambilan keputusan. 

Adapun skala perbandingan merupakan nilai bobot kriteria dan subkriteria terhadap 
alternatif yang diajukan. Penilaian ini merupakan pertimbangan relatif dua elemen. 
Berdasarkan metode AHP, evaluasi disajikan dalam bentuk matriks yang biasa disebut 
matriks perbandingan berpasangan (pairwise comparison matrix). Matriks ini memuat 
tingkat preferensi beberapa alternatif untuk kriteria. Tabel 1 berikut memperlihatkan skala 
perbandingan berpasangan yang biasa digunakan dalam AHP. Dari matrik di bawah ini, 
dapat diartikan bahwa menurut para ahli kriteria ancaman dan risiko sedikit lebih penting 
daripada kondisi sosial, cukup penting daripada kondisi ekonomi, sedikit lebih penting 
daripada kerja sama internasional, dan sedikit cukup penting daripada integrasi teknologi 
informasi. 
 
Tabel 1. Matriks skala perbandingan 

Skala Definisi 
1 Kedua elemen sama penting. 
3 Elemen pertama sedikit lebih penting daripada elemen lain. 
5 Elemen pertama cukup penting daripada elemen lain. 
7 Elemen pertama sangat lebih penting daripada elemen lain. 
9 Elemen pertama ekstrem lebih penting daripada elemen lain. 
2  4  6  8 Nilai di antara dua nilai yang berdekatan. 

Resiprokal 
Jika elemen pertama memiliki salah satu angka di atas daripada elemen 
kedua, nilai kedua memiliki nilai kebalikan ketika dibandingkan dengan 
elemen pertama. 

 
3. Kesimpulan 
 

Pencapaian tujuan SDGs nomor 11, yaitu mewujudkan kota dan permukiman yang 
berkelanjutan, menjadi tanggung jawab pemerintah suatu negara. Untuk menciptakan 
smart city, pemerintah juga harus mempertimbangkan sisi kemanusiaan dan keseimbangan 
lingkungan. Kebijakan publik yang diambil pemerintah sebagai implementasi kebijakan 
negara harus didasari pada sistem perkotaan dan permukiman yang kuat, aman, bersih, 
layak huni, dan tangguh bagi warga negara. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, 
pembangunan, dan pemantauan harus dipikirkan secara matang secara kolaboratif antara 
pemerintah, lembaga negara, dan pemangku kepentingan terkait. Peran pemerintah daerah 
juga dianggap vital karena pemerintah level ini lah yang paling mengenal penduduknya.  

Implementasi kebijakan pertahanan negara pada sektor nirmiliter harus mengacu 
pada Buku Putih Pertahanan Negara dengan mengembangkan butir-butir ketentuan dan 
aturan yang sudah ditetapkan, tetapi masih tetap dalam koridor peraturan negara. Perlu 
sinergi antarpemimpin lembaga dan instansi pemerintah. Selain itu, diperlukan upaya 
untuk memperkuat kerja sama internasional guna mencapai tujuan SDGs terkait lingkungan 
berkelanjutan agar sesuai agenda. Selain itu, seiring perkembangan teknologi pada abad 
modern ini, pemerintah harus memanfaatkan artificial intelligence untuk memantau 
implementasi kebijakan agar sesuai dengan jalur yang direncanakan. 

Penataan wilayah perairan darat, yang dalam hal ini dibatasi pada sungai dan danau di 
perkotaan, dirumuskan dengan pertimbangan keamanan nasional baik bagi warga negara 
sekitar bantaran sungai dan danau maupun keamanan nasional secara holistik. Pencegahan 
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ancaman dan risiko yang dihadapi penduduk di permukiman sekitar pinggiran sungai dan 
danau menjadi dasar utama pemerintah dalam pengelolaan lingkungan berkelanjutan. 
Kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan menjadi tolok ukur dalam penentuan langkah 
kebijakan publik yang diimplementasikan. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, 
pemerintah sebagai penanggung jawab penyelenggaraan negara memiliki kewajiban 
menyejahterakan warga negara. Melalui diskusi dengan para ahli lingkungan, diharapkan 
ditemukan jalan keluar penataan lingkungan pinggiran sungai dan danau yang menjadi 
masalah rumit di perkotaan selama ini. 
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